
ten tang 
RepLlbl.ik 

: a. bahwa usaha salon kecantikan merupakan salah satu 
usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 
kecantikan. 

b. bahwa berhubung dengan itu maka dianggap perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Kupang tentang Usaha Salon Kecantikan. 

1. ~ndang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokek Pemerintahan di Daerah CLembaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 1974 Nomo r 38 
Tambahan Lembaran Neg~ra Republik Indonesia 

.Nomo r 3037); 
2. Undang-undang Nbmor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran ·Negara 
Republik Indo~esia Tahun 1958 Nomor 115, Tamb~han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 
<Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 43, Tambahan L~mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomr 3633); 

4. Undang-undarig Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah CLembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lemb~ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 
Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 3427); 

7. Undang-undang Nomor 8 T""*1Lln 1981 tentang· Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republ1k Indonesia Nomor 3209); 

8. Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 1979 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam 
bidang Kepariwisataan kepada Daer~h Tingkat I 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 34, Tambahan lembaran negara republik 
Indonesia•Nomor 3144); 

9. Peraturan,Pemerintah Nemer 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nemer 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lemba r an Negara F:epublik Indonesia Nomor 325~; 
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Salon Kecantikan diwajibkan membayar (1) Untuk memp.er,:,leh ijin Usaha 
F;etrib.usi. 

Pasr.11 3 
B A B III 

KETENTUAN RETRIBUSI 

BAB II 
PERIJINAN PENGUSAHAAN. 

Pasal 2 
(1) Penyelengaraan Usaha Salon Kecantikan sebagai dimaksud dalam 

pasal 1 diatas harus memperoleh Izin Penyelenggaraan Usahanya 
dari Walikotamadya Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku 
untuk jangka waktu 3 Ctiga) tahun dan waJib mendaftar ulang 
setiap tahun. 

Et A B 
KETENTUAN UMUM 

Pama l 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan I 

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 
Kotamadya Tingkat II Kupang. 
Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Kupang. 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. 
Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya 
Daerah Tingkat II Kupang. 
Usaha salon Kecantikan adalah Usaha Jasa yang 
menyelenggarakan Merias Wajah, Cukur Rambut dan 
atau disertai Pelayanan Fasilitas cuci rambut, cat 
rambut, cuci muka/masker, pijat kepala yang 
memenuhi persyaratan lain yang tercantum dalam 
Peraturan Daerah ini. 

a. 
b. 

,: . 
d. 

e. 

0 f. 

PERATURAN DAERAH KDTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG 
TENTANG USAHA SALON KECANTIKAN 

Menetapkan 
M E M U T U S K A N 0 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya 
Daerah Tingkat II Kupang. 

10. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Oalam 
Ne9eri Nomor KM 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 
Tahun 1979 tentang Pelak$anaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979)1 

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1969 tentang Penertiban Pungutan Oaerah)1 

12. Peraturan Daerah Propinsl Daerah Tingkat I Nu•a 
Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Penyerahan Sebagian Ur~san Pemerintah Propinmi 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di bidang 
Lalu Linta$ dan Angkutan Jalan, PekerJaan Umum, 
Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja dan 
Kehutanan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Kupang, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Manggarai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba 
Timur. 
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Et ;\ B v 1 l 1 
KETENTIJi\N Pl DANI\ 

P~Si,il.l B 
ll) Barangsi•pa yang melRnggar kaLentuan-kmtentuan eebag~imana 

d i rna k a u d p~cla pci!:111.,1 :1 F'E'(.':1~:1.11··,:,n DaEffah ini diancam kurungen 
$elama-lamanya 6 (Enaml bul~n atau denda •ebanyak-banvakny~ Rp. 
5<).00'.•,- (Lima Puluh Ribu F~up1al,)1 

~2.1 findak Ptdana sebagaimana dimaksud pada ayat (t) Pa$al inl adalah 
pele:\ngg,:n·c>.n. 

Salon Uuaha 

El A 8 vr r 
PENGAWASAN DAl-l PENBINAAN. 

Paga} 7 
Pengawa~an dan pembinaan u~~ha panyelengg~raan 
Kecantikan dilakukan olsh Dina~ PAr1wi~ata Kntam~dya 
1 I K1..tpang. 

f:f f.i B VI 
Shf, .. :31 - Shl<S I 

f>,,oSal E, 
Pelanggaran terhadap ketentuan dal•m Peraturan Oaerah ini dikenakan 
menksi emsuai dengan katentua~ y~ng berlaku d~n dapat disertai 
pencabutan iJin usahanya. 

,0 

keaempatan untuk melakukan perbuatan-perbu•tan y~ng c. Memberi 

{=: ~ 8 '.,) 
l.N·:r;t,it;,AN- i..AJ;:At,1(-;l~~·I. 

Pas~ . .l 5 
'.1.' l)il,HcHlg menyed.iak,ln plc'•lay,u,an fa~;lllta':i pi.J.it d11L1ar pijat 

kepada atau pelayanan f~ailita5 lain yang bertentangan d~ng~n 
y,,ng telah di.tet.apk;,n p~,d.;. BS<b I P,;;,~.d ·1 ,,._.,-at ld.l; 

•2.• Untuk men.jaga tat:ci h,•,·tib ..J,;dan, l.li;;.1\ha <:i.<11..:,n f<ecs.n'tikan d1lar.:lng I 
.:,. Menernpatkan kt1rs;J -kttr~;i un1:uk mG>r1:,·elF.an9ga.,·aku1n meric1ts wujah, 

cukur/gunting rAmbut rlan fa&ilitan l1in dalam k~mar/ruangan 
t e r t u t up dr.1n han.,.,. •.1:al-am ruanrF•n tr-~rt•ul("-'·· 

b. Menyediakan minum•n keras atau mlnuman 1•ng aeienisnya dan 
hanya dipergunal~an m;;•nyedi.:il~an 1111num;in ri.n(Jo,n da.n minuman 
ke·ci 1. 

0 
ins,,ntlf sebesar Aparat Pemungut diberlk~n 

de r t hc,si.l pungt1ts•n. Per-sen) 

di at.au 

P;,~;,1 ,1 
<.l.) Pur.outa.n F'.e\:ribusi s<?bsg,,ima.1151< dim,,l-'.11;;• •. 11J f.l<',ld;; p..:.r,al ::.l Pe,·aturan 

Daena\h ini di .1 ,\kuk.?.r, dr-,nqan menggi.•nu.k"'ln bt..tkti pungutan bo r up a 
Tenda Pungutan Retribus1 •TPR) y~ng dlvalidasi oleh D1nafi 
Pendapatan Daer ah ~'.cd:.,un;;ic!yil\ l)<1er;,h T:i ngk>lt I I l'.upang. 

l2) Pungutan Retribusi d1ms~mud p»d~ pa$al 3 tersebut 
dilakukan oleh Dinas Pari4J~at•. 

~3) Hasil Pun9u~an Retribust pad• •vat lt) paa•l 1n1 
O.terah. 

( 4 :, l<epii\da 

B A B l'/ 
TATA CA!s:1-:.i PUf'.ft3l.lT(~N Di~I\I pr::1,1·,i::-: rcmm~ 

(.2.> 8.i?sarnya F:etribusi seba9aimana di,n.1ksu<.1 ,.;,y~t (1) P,;u;,,ill ini 
SHS!be1aa1• F:p. '.:l<)•J.(1(l(.1,··· ~Ttga. Rc1tus f··.lhu h:upi,;.h>. 

,3> Besarnva Retribuei Geti~p Tahunny~ untuk pendaftaran ulang 
sebagaimana yang dimak~ud ayst c2, pa~al 2 Peratur~n Oa~rah ini 
s~1bcnrnr F~p. ~0.000,·- (L.tm;• Puluh F'tb1J Rupiah). 



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH 
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG 

Diundang~an dalam Lembaran Daerah Kotamadya Oaerah Tingkat II KupanQ 
Nomor .•.• Tanggal •.••.•.• Seri .• 

DRS...<..JL., F . Pf.:ANDA . 

Tenggara Timur Di~yahkan oleh Gu ernur Kepala Daerah 
Nomor •...• Tanggal •.•....• 

Ee A 8 XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1.t 
ini mulai berlaku pad• tanggal ditetapkan. 

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
Kepala Daerah sepanjang mengenai 

Hal-hal yamg belum diatur dalam 
dengan Keputusan Wali~otamadya 
pel aksanaanny.:,. 

B A B X 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 10 

dapat yang hukum menu rut 
ter$angka atau keluarganya; 

i. Mengadakan tindakan lain 
dipertanggung jawabkan. 

0 

Pasal 9 
(1) Sela1n oleh Pejabat Penyidi~ POLRI penyidikan atas tindak Pidana 

$ebagaimana dimaksud pada pasal ~ Peraturan Daerah ini dapat 
dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang 
pengangkatannya ditetapkan se6uai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil tersebut pada ayat Ct) pasal ini berwenang I 

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari $eorang tentang adanya 
tinda.k pida.na; 

b. Melakukan tindakan pertama ditempat keJadian I 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka ; 
d. Melakukan Penyitaan benda atau surat ; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Mengambil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubung~n 

dengan pemeriksaan perkara; 
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk d~ri 

penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau periatiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya penyidik 
POLRl memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 

B A B IX · 
KETENTUAN PENYIDIKAN. 

 


